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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 
 

Negara Indonesia adalah sebuah negara kesatuan yang indah dan memiliki 

kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Letak Negara Indonesia yang 

strategis sangat berpengaruh pada kebudayaan, sosial, politik, dan pembangunan 

ekonomi. Kekayaan yang di miliki Indonesia sangat berpotensi untuk 

dikembangkan kembali. Indonesia sebagai negara berkembang harus 

memaksimalkan pengelolaan kekayaan yang dimiliki. Hal ini bertujuan agar 

meningkatkan perekonomian dalam rangka menyejahterakan rakyat.  

Selaras dengan amanah Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) mengenai 

tujuan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat yang harus dilakukan 

melalui kegiatan pembangunan ekonomi negara. Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 

hadir sebagai acuan dan rujukan pemerintah dalam pengembangan kebijakan 

pembangunan ekonomi nasional. Dimana UUD NRI Tahun 1945 berperan sebagai 

konstitusi atau hukum dasar tertulis yang mengatur regulasi atau kebijakan 

ekonomi tertinggi yang bersifat mengikat dan keberlakuannya memaksa untuk 

dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dibawahnya.1

 
1 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Ekonomi, Jakarta, Kompas, 2016), hlm. xi. 



 

 

 

 

Pada saat ini kemajuan sektor bidang pariwisata di Indonesia menjadi 

prioritas pemerintah dalam menggerakkan perekonomian bangsa. Sektor 

pariwisata memiliki peran penting yaitu penerimaan devisa, pendapatan daerah, 

pengembangan wilayah, perluasan lapangan pekerjaan, serta peningkatan investasi 

pada berbagai wilayah di Indonesia. Pengertian pariwisata secara jelas telah diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan 

(selanjutnya disebut UU Kepariwistaan), pariwisata adalah berbagai macam 

kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan 

oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.2  

Definisi pariwisata oleh James J. Spillane, pariwisata adalah perjalanan 

dari suatu tempat ke tempat lain, bersifat sementara yang dilakukan oleh 

perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau 

keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, 

budaya, alam, dan ilmu.3 Sedangkan pada Pasal 1 Angka Peraturan Daerah 

Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk 

Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Bangkalan Tahun 2020-2035 

(selanjutnya disebut Perda No. 1 Tahun 2020 Tentang RIPPARKAB Bangkalan) 

menjelaskan bahwa : 

“Pariwisata adalah berbagai kegiatan wisata dan didukung berbagai 

fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, 

Pemerintah, dan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota.4 

 
2 Lihat Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan 
3 James J. Spillane, Ekonomi Pariwisata Sejarah dan Prospeknya, Yogyakarta, Kanisius, 

1991, hlm. 21. 
4 Lihat Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana 

Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Bangkalan Tahun 2020-2035. 
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Pariwisata menjadi salah satu potensi bagi suatu daerah untuk 

meningkatkan pendapatan asli daerah dan mewujudkan kesejahteraan bagi 

masyarat di sekitar objek pariwisata. Selain sebagai objek wisata, juga terdapat 

nilai ekonomi pada bisnis pariwisata yang berhubungan dengan investasi.5 

Perkembangan yang terjadi disekitar objek wisata memberikan dampak pada 

pembangunan atau pengembangan pariwisata yang juga berdampak pada 

pengembangan investasi pada suatu daerah.  

Sejarah investasi sendiri di Indonesia mengalami beberapa tahapan secara 

periodik di mulai pertama pada tahun 1511 (masa penjajahan bangsa Eropa); 

kedua, masa penjajahan bangsa Jepang (pada tahun 1942-1945); ketiga, masa 

pasca kemerdekaan (pada tahun1945-1949); keempat, masa/orde lama (pada tahun 

1949-1967); kelima, masa orde baru (pada tahun 1967-1968); keenam, masa/orde 

reformasi (pada tahun 1998-2014).6 Kebijakan hukum investasi di Indonesia 

mengalami beberapa perubahan. Pada akhirnya di satukan dalam Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut UU 

Undang-Undang Penanaman Modal) dengan tidak membedakan antara investasi 

asing dan investasi dalam negeri.  

Salah satu tujuan investasi yang diatur dalam Pasal 2 Ayat 2 UU 

Penanaman Modal yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut diperkuat dengan Pasal 30 

 
5 Jelly. N. Sendow, “Perlindungan Hukum Terhadap Kegiatan Penanaman Modal Pada 

Sektor Pariwisata Di Kabupaten Minahasa Utara”, E-journal Unsrat:Lex Administratum, Vol. 3 

No.7, September 2015, hlm. 5. 
6 Mufarrijul Ikhwan, Hukum Investasi Perspektif UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang 

Penanaman Modal, Surabaya, Scopindo Media Pustaka, 2021, hlm. 3. 
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UU Penanaman Modal yang menyatakan suatu daerah telah diberikan 

kewenangan untuk menjamin kepastian dan keamanan dalam berinvestasi 

termasuk pada investasi pariwisata.7 

Indonesia juga dikenal sebagai negara yang memiliki keberagaman budaya 

dan agama serta memiliki warisan sejarah dan tradisi yang berhubungan erat 

dengan aspek agama dan praktik keagamaan pada masyarakatnya. Salah satu, 

aspek pariwisata yang memiliki daya tarik tersendiri dan peminatnya yang tidak 

sedikit adalah pariwisata di bidang religi. Wisata religi adalah perjalanan yang 

ditunjukkan untuk memenuhi dahaga spritual, agar jiwa yang kering kembali 

basah oleh hikmah-hikmah religi.8  

Dewasa ini, pariwisata di bidang religi menjadi daya tarik tersendiri oleh 

masyarakat Indonesia karena, selain dilakukan untuk mengisi waktu luang, 

bersenang-senang, bersantai, dan studi. Wisata religi juga berdampak pada 

masyarakat setempat dan terus mengalami perubahan dalam berbagai aspek 

kehidupannya baik secara ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, 

dan keamanan.9 Wisata religi cenderung lebih disukai oleh wisatawan atau 

pengunjung dibandingkan wisata lainnya, sekalipun berdasarkan faktanya banyak 

wisatawan domestik dan mancanegara yang mengunjungi objek wisata umum.10 

 
7 Jelly. N. Sendow, Loc. cit. 
8 Moch. Chotib, Potensi Pengembangan Wisata Religi Di Kabupaten Jember, Jember, 

IAIN Jember Press, 2015, hlm. 20. 
9 Ibid. hlm. 36. 
10 Winanda Mustofa dan Khoirun Nasik, “Pengembangan Wisata Religi Kabupaten 

Bangkalan Dengan Pendekatan Maqasid Al-Shari’ah”, Jurnal Studi Keislaman:Wasathiyah, Vol. 

4 No. 1, Januari 2023, Balikpapan, Hlm. 80. 
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Dalam rangka peingeimbangan inveistasi di bidang pariwisata reiligi, Pulau 

Madura hadir seibagai salah satu daeirah di Indoneisia yang meimiliki beiragam 

poteinsi pariwisata. Poteinsi pariwisata teirseibut diantaranya pariwisata beirbasis 

seijarah, pariwisata alam, pariwisata budaya, dan pariwisata reiligi. Adanya kultur 

keiagamaan islam yang kuat meinjadi suatu ciri khas teirseindiri yang di miliki oleih 

masyarakat Madura.11  

Objeik wisata reiligi di Pulau Madura teirseibar pada eimpat kabupatein yaitu, 

Kabupatein Bangkalan, Kabupatein Sampang, Kabupatein Pameikasan, dan 

Kabupatein Sumeineip. Kabupatein Bangkalan yang meirupakan geirbang utama 

Pulau Madura deingan beiragam objeik wisata teirutama pada bidang pariwisata 

reiligi. Kabupatein Bangkalan meimpunyai luas total seikitar 1.260 KM. Dimana 

wilayahnya teirbagi dalam 18 keicamatan, 8 keilurahan, dan 274 deisa. Kabupatein 

Bangkalan teirleitak di ujung seibeilah barat Pulau Madura yang beirbatasan langsung 

deingan Kota Surabaya dan dihubungkan langsung deingan Jeimbatan Nasional 

Suramadu.  

Saat i ini i Kabupatein Bangkalan beirpoteinsi i meinjadi i pusat pari iwi isata reili igi i 

di i Pulau Madura kareina, meimiili iki i lokasii yang strateigi is dan mudah diijangkau. 

Kabupatein Bangkalan juga meimi ili iki i beintang alam yang i indah deingan keiari ifan 

lokal masyarakatnya yang meindukung. Pada Pasal 1 Angka 16 Peirda No. 1 Tahun 

2020 Teintang RIiPPARKAB Bangkalan meinyeibutkan bahwa: 

 
11 Acmad Badarus Syamsi, Adiyono, “Model Partisipasi Masyarakat Dalam Penentuan 

Kebijakan Pariwisata Halal Di Madura Berbasis Nilai Keislaman Dan Hukum Positif”, Jurnal 

Istinbath:Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam, Desember 2020, Bengkulu, hlm. 223. 
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“Kawasan Strateigi is Pari iwi isata Kabupatein yang seilanjutnya 

di isiingkat KSPK adalah kawasan yang meimi ili iki i fungsi i utama pari iwi isata 

atau meimi iliiki i poteinsi i untuk peingeimbangan pari iwi isata Kabupatein 

Bangkalan yang meimpunyai i peingaruh peinti ing dalam satau atau leibi ih 

aspeik, seipeirti i  peirtumbuhan eikonomi i, sosi ial, dan budaya, peimbeirdayaan 

sumbeir daya alam, daya dukung liingkungan hi idup, seirta peirtahanan dan 

keiamanan”12 

Masyarakat Kabupatein Bangkalan di i keinal seibagai i masyarakat yang 

sangat taat dalam beiragama. Iimpleimeintasi i hal teirseibut, dapat di i li ihat dari i adanya 

keiteiri ikatan hubungan yang eirat antara agama dan keihi idupan seihari i-hari i. Salah 

satu tradi isi i meinari ik masyarakat Kabupatein Bangkalan adalah zi iarah kubur pada 

makam para wali i yang beirada di i Kabupatein Bangkalan. Masyarakat Kabupatein 

Bangkalan meimpeircayai i zi iarah kubur pada para wali i dapat meimbeiri ikan 

keibeirkahan dalam hi idup.  

Zi iarah kubur teirseibut di i lakukan pada objeik wi isata reili igi i yang beirada dii 

Kabupatein Bangkalan yai itu Makam Syeii ichona Kholi il, Keiramat, Aeirmata Iibu, Kii 

Leimah Duwur, dan Makam Sunan Ceindana. Di imana objeik wi isata teirseibut di i atur 

oleih Peimeiri intah Kabupatein Bangkalan dalam Pasal 10 Ayat 4 Huruf  Peirda 

Nomor 1 Tahun 2020 Teintang RIiPPARKAB Bangkalan yang meinyeibutkan 

bahwa Makam Syeii ichona Kholi il, Keiramat, Aeirmata Iibu, Ki i Leimah Duwur, dan 

Makam Sunan Ceindana teirmasuk keidalam 7 wi ilayah Kawasan Strateigi is 

Pari iwi isata Kabupatein (KSPK) yang beirada di i Kabupatein Bangkalan. 

 Keibeiradaan objeik pari iwi isata reili igi i teirseibut, meinjadi i sarana bagi i 

masyarakat yang i ingi in beirwi isata reili igi i. Seikali igus meimbeiri ikan dampak 

peingeimbangan eikonomi i bagi i masyarakat seiki itar. Deisti inasi i Pari iwi isata Kabupatein 

 
12 Lihat Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana 

Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Bangkalan Tahun 2020-2035 
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(DPK) yang beirada di i Kabupatein Bangkalan teirseibut meimi ili ikii hubungan eirat 

deingan peingeimbangan i inveistasi i khususnya di i Kabupatein Bangkalan. 

Seibagai imana teirlah di ijeilaskan dalam Pasal 7 huruf f Peirda Nomor 1 Tahun 2020 

Teintang RIiPPARKAB Bangkalan yai itu, peimbangunan Deisti inasi i Pari iwi isata 

Kabupatein (DPK) salah satunya meili iputi i peingeimbangan i inveistasi i di i bi idang 

pari iwi isata.13  

Objeik pari iwi isata reili igi i teirseibut meimi ili iki i poteinsi i yang cukup beisar dan 

beirpeingaruh pada peingeimbangan i inveistasi i di i Kabupatein Bangkalan. Namun, 

objeik pari iwi isata reili igi i teirseibut beilum di ikeilola seicara profeisi ional oleih Peimeiri intah 

Daeirah. Peimeiri intah Daeirah Kabupatein Bangkalan dalam hal iini i beirpeiran peinti ing 

seibagai i stakei holdeir pada peimbeintukan aturan hukum teirkai it i inveistasi i di i bi idang 

pari iwi isata reili igi i di i Kabupatein Bangkalan. Peingeimbangan i inveistasi i di i bi idang 

pari iwi isata reili igi i meinjadi i salah satu beintuk peingeimbangan eikonomi i masyarakat 

Kabupatein Bangkalan di iseiki itar objeik pari iwi isata reili igi i.  

Peimbeintukan aturan hukum atau reigulasi i yang di imaksud harus seisuai i 

deingan arah peimbangunan keipari iwi isataan di i Kabupatein Bangkalan yang teirtuang 

dalam Pasal 6 Peirda Kabupatein Bangkalan No. 1 Tahun 2020 Teintang 

RIiPPARKAB Bangkalan.14 Seimua iini i meimbutuhkan peiran dan peirhati ian khusus 

untuk keibeirlangsungan roda eikonomi i teirutama pada seiktor pari iwi isata reili igi i. Oleih 

kareina i itu, keigi iatan i inveistasi i bi idang pari iwi isata reili igi i di i Kabupatein Bangkalan 

 
13 Lihat Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang 

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Bangkalan Tahun 2020-2035 
14 Lihat Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang 

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Bangkalan Tahun 2020-2035 
 



8 

 

 

 

terjadi aspek norma yang kabur atau tidak jelas (vague van normen) dalam 

pengaturan hukum atau reigulasi inya yang seharusnya dapat meimbeiri ikan peirli indungan 

hukum. Bagi i i inveistor dalam neigeiri i atau i inveistor asi ing yang beiri inveistasi i dan 

masyarakat seiki itar dalam meini ingkatkan peireikonomi ian daeirah. Beirdasarkan latar 

beilakang yang teilah di iurai ikan di i atas, peineili iti ian i inii meingkaji i dan meimbahas 

teintang “Pengaturan Hukum Bidang Pariwisata Religi Untuk Pengembangan 

Investasi di Kabupaten Bangkalan”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Beirdasarkan rumusan peirmasalahan hukum yang dapat di isusun 

beirdasarkan latar beilakang yang teilah di iurai ikan adalah seibagai i beiri ikut : 

1. Apakah Peimeiri intah Daerah Kabupatein Bangkalan Meingatur 

Seicara Speisi ifi ik Teintang Peingaturan Hukum Pari iwi isata Reili igi i 

Untuk Peingeimbangan Iinveistasi i Di i Kabupatein Bangkalan ? 

2. Bagai imana Upaya Peimeiri intah Daeirah Dalam Meingatur Pari iwi isata 

Reili igii Untuk Daya Tari ik Iinveistasi i Di i Kabupatein Bangkalan ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan peineili iti ian dari i skri ipsi i i ini i adalah : 

1. Meingeitahui i apakah Peimeiri intah Daeirah Kabupatein Bangkalan 

meingatur seicara speisi ifi ik teintang peingaturan hukum atau reigulasi i dii 

bi idang pari iwi isata reili igi i untuk peingeimbangan i inveistasi i di i Kabupatein 

Bangkalan; 
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2. Meingeitahui i bagai imana upaya apa saja yang di ilakukan Peimeiri intah 

Daeirah dalam meingatur pari iwi isata reili igi i untuk daya tari ik i inveistasi i di i 

Kabupatein Bangkalan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat teirkai it peineili iti ian yang di ilakukan peinuli is akan di iklasi ifi ikasi ikan 

meinjadi i 2 bagi ian yai itu :  

1. Manfaat teiori iti is 

a. Seicara teiori iti is peineili iti ian i ini i dapat teirwujud meinjadi i karya i ilmi iah yang 

dapat di igunakan untuk di ipeilajari i oleih Mahasi iswa Fakultas Hukum 

Uni iveirsi itas Trunojoyo Madura maupun masyarakat peimeirhati i wi isata 

pada umumnya. 

b. Hasi il peineili iti ian i ini i dapat di igunakan untuk bahan pustaka di i bi idang 

hukum peirdata seibagai i kaji ian i ius consti itutum, khususnya teirkai it 

masalah peingaturan hukum bi idang pari iwi isata reili igi i untuk 

peingeimbangan i inveistasi i di i Kabupatein Bangkalan.  

c. Meilalui i peineili iti ian iini i diiharapkan dapat meinambah peingeitahuan 

meingeinai i aturan-aturan hukum meingeinai i peingaturan i inveistasi i di i 

Kabupatein Bangkalan. 

2. Manfaat Prakti is 

a. Peineili iti ian i ini i, seicara prakti is beirmanfaat dalam meinggambarkan 

kondi isi i aturan hukum bi idang pari iwi isata reili igi i untuk peingeimbangan 

i inveistasi i dii Kabupatein Bangkalan seihi ingga masyarakat meingeitahui i 
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deingan jeilas teirkai it peingaturan hukumnya seirta ti idak mudah 

meingalami i keirugi ian pada saat beiri inveistasi i. 

b. Peineili iti ian i inii juga di iharapkan dapat meimbawa Para Iinveistor Dalam 

Neigeiri i maupun Iinveistor Asi ing untuk meilakukan i inveistasi i di i 

Kabupatein Bangkalan seihi ingga pari iwi isata reili igi i dii Kabupatein 

Bangkalan dapat beirkeimbang seisuai i deingan harapan. 

c. Peineili iti ian iini i diiharapkan bi isa meimbeiri ikan bahan masukan bagi i 

Peimeiri intah Daeirah Kabupatein Bangkalan untuk meineintukan 

keibi ijakan teirkai it deingan i inveistasi i bi idang pari iwi isata reili igi i. 

d. Tuli isan i inii di iharapkan dapat meimbeiri ikan i informasi i beirmanfaat bagi i 

yang meimeirlukan. 

1.5 Keaslian Penelitian 

Pada peilaksanaan peineili iti ian teilah meilakukan peineilusuran dari i beirbagai i 

hasi il peineili itiian teirdahulu untuk meinunjukkan keiasli ian peineili iti ian i ini i. Seibagai i 

bahan reifeireinsi i teirdapat beibeirapa peineili iti ian teirdahulu yang meimbahas meingeinai i 

i inveistasi i di i biidang pari iwi isata, dan untuk meimpeirjeilas peirbeidaan peineili itiian i ini i 

deingan peineili iti ian teirdahulu maka akan di iurai ikan seibagai i beiri ikut : 

No

. 

Penelitian 

Sebelumnya 

Judul 

Penelitian 

Rumusan  

Masalah 

Fokus 

Pembahasan 

1. Syafi iq Mughni i 

Mardhati illah. 

Fakultas 

Hukum 

Uni iveirsi itas 

Trunojoyo 

Peingaturan 

Eikowi isata 

Bahari i Seibagai i 

landasan 

Peini ingkatan 

Peireikonomi ian 

1. Apakah 

Peingeilolaan 

usaha eikowi isata 

bahari i oleih 

masyarakat deisa 

yang di i atur 

Peineili iti ian i ini i 

leibi ih fokus 

teirhadap 

keibi ijakan 

pari iwi isata jeini is 

Eikowi isata 
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No

. 

Penelitian 

Sebelumnya 

Judul 

Penelitian 

Rumusan  

Masalah 

Fokus 

Pembahasan 

Madura.2022. 

Skri ipsii.  

Masyarakat 

Deisa Meinurut 

Undang-Undang 

Nomor 10 

Tahun 2009 

Teintang 

Keipari iwi isataan 

dalam Peiraturan 

Daeirah Nomor 1 

Tahun 2020 

Teintang 

Reincana Iinduk 

Peimbangunan 

Keipari iwi isataan 

Kabupatein 

Bangkalan 

Tahun 2020-

2035 Seisuai i 

deingan UU No. 

10 Tahun 2009 

Teintang 

Keipari iwi isataan. 

2. Bagai imanakah 

konstruksi i 

yuri idi is agar 

masyarakat deisa 

dapat meingeiloa 

usaha eikowi isata 

bahari i seisuai i 

deingan 

peiraturan daeirah 

Nomor 1 Tahun 

2020 Teintang 

Reincana Iinduk 

Peimbangunan 

Keipari iwi isataan 

Kabupatein 

Bangkalan 

Tahun 2020-

2035. 

meinurut 

Undang-

Undang Nomor 

10 Tahun 2009 

Teintang 

Keipari iwi isataan 

2. Eiri ic Si ilviia 

Margareitha. 

Fakultas 

Hukum 

Uni iveirsi itas 

Trunojoyo 

Madura. 2022. 

Peingeimbangan 

Iinveistasi i Di i 

Biidang 

Pari iwi isata 

Meilalui i 

Peimanfaatan 

Lahan Di i 

1. Bagai imana 

Peimeiri intah 

Kabupatein 

Bangkalan 

meimbuat 

keibi ijakan dalam 

rangka 

Peineili iti ian i ini i 

beirfokus pada 

peimbahasan 

meingeinai i 

bagai imana 

peimanfaatan 

lahan untuk 
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No

. 

Penelitian 

Sebelumnya 

Judul 

Penelitian 

Rumusan  

Masalah 

Fokus 

Pembahasan 

Skri ipsii. Peilabuhan 

Kamal 

Kabupatein 

Bangkalan 

peingeimbangan 

i inveistasi i seiktor 

pari iwi isata di i 

Peilabuhan 

Kamal 

Kabupatein 

Bangkalan. 

2. Bagai imana 

peilaksanaan 

peingeimbangan 

i inveistasi i dii 

bi idang 

pari iwi isata yang 

di ilakukan oleih 

Peimeiri intah 

Kabupatein 

Bangkalan 

deingan cara 

peimanfaatan 

lahan di i 

Peilabuhan 

Kamal 

Kabupatein 

Bangkalan. 

peingeimbangan 

i inveistasi i di i 

bi idang 

pari iwi isata. 

 

 Beirdasarkan keidua peineili itiian di iatas teirdapat beibeirapa peirbeidaan deingan 

peineili iti ian i ini i. Pada peineili itiian peirtama oleih Syafi iq Mughni i Mardhati illah beirfokus 

pada keiseisuai ian peingeilolaan usaha eikowi isata oleih masyarakat deisa dalam 

Peiaturan Daeirah Nomor 1 Tahun 2020 Teintang Reincana Iinduk Peimbangunan 

Keipari iwi isataan Kabupatein Bangkalan Tahun 2020-2035 deingan Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 2009 Teintang Keipari iwi isataan dan konstruksi i yuri idi is 

peingeilolaan usaha eikowi isata bahari i. Seidangkan dalam peineili iti ian i ini i akan 
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meimbahas teintang peingaturan hukum pada bi idang pari iwi isata reili igi i di i Kabupatein 

Bangkalan meilalui i Peiraturan Daeirah Kabupatein Bangkalan Reincana Iinduk 

Peimbangunan Keipari iwi isataan Kabupatein Bangkalan Tahun 2020-2035 Teintang 

Reincana Iinduk Peimbangunan Keipari iwi isataan Kabupatein Bangkalan Tahun 2020-

2035  dan Peiraturan Daeirah Kabupatein Bangkalan Nomor 6 Tahun 2012 Teintang 

Peinanaman Modal. 

 Pada peineili iti ian keidua oleih Eiri ic Si ilvi ia Margareitha, meinjeilaskan meingeinai i 

keibi ijakan Peimeiri intah Kabupatein Bangkalan dalam peingeimbangan i inveistasi i 

meilalui i peimanfaatan lahan di i Peilabuhan Kamal untuk di ijadi ikan wi isata bahari i. 

Seidangkan fokus peineili itiian peinuli is adalah pada peingeimbangan i inveistasi i dii 

Kabupatein Bangkalan meilalui i bi idang pari iwi isata reili igi i. 

1.6 Metode Penelitian 

1.6.1 Jenis Penelitian 

Jeini is peineili iti ian yang di igunakan dalam skri ipsi i i ini i adalah peineili iti ian 

hukum normati if. Di ipi iliihnya jeini is peineili iti ian hukum normati if kareina 

peineili iti ian i ini i meingurai ikan peirmasalah-peirmasalahan yang ada, untuk 

seilanjutnya di ibahas deingan kaji ian beirdasarkan teiori i-teiori i hukum 

keimudi ian di ikai itkan deingan peiraturan peirundang-undangan yang beirlaku 

dalam prakteik hukum.15 

Peineili iti ian hukum normati if di igunakan dalam peinuli isan i ini i beiranjak 

dari i adanya peirsoalan dalam aspeik norma hukum, yai itu norma yang kabur 

 
15 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan 

Singkat), Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 13. 
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atau ti idak jeilas (vaguei van normein), norma yang konfli ik (geischi ijld van 

normein), maupun norma yang kosong (leieimtein van normein) yang ada 

dalam peiraturan peirundang-undangan teirkai it peirmasalahan yang heindak 

di iteili itii.  

Peineili iti ian hukum normati if di ilakukan deingan cara meineili iti i bahan 

hukum pri imeir, bahan hukum seikundeir, dan bahan hukum teirsi ieir yang 

teirkai it. Peineili iti ian i ini i beirtolak pada adanya norma kosong teintang 

peingaturan hukum bi idang pari iwi isata reili igi i untuk peingeimbangan i inveistasi i 

di i Kabupatein Bangkalan.  

1.6.2 Metode Pendekatan  

Meitodei peindeikatan untuk untuk peineili iti ian i ini i meinggunakan 

meitodei di iantaranya i ialah peindeikatan Peirundang-undangan (satutuei 

approach). Peindeikatan Peirundang-undangan atau satutuei approach adalah 

peindeikatan deingan meinggunakan aturan yang ada di i dalam Peirundang-

undangan yang beirkai itan deingan kasus atau i isu hukum yang di i angkat.16 

Peindeikatan peirundang-undangan di igunakan kareina yang akan di iteili iti i 

adalah beirbagai i aturan hukum yang meinjadi i fokus seikali igus teima seintral 

dalam peineili iti ian i itu.17 Peindeikatan peirundang-undangan di igunakan 

beirdasarkan pada peiraturan peirundang-undangan, norma-norma hukum 

yang beirhubungan deingan peingaturan hukum bi idang pari iwi isata reili igi i 

untuk peingeimbangan i inveistasi i di i Kabupatein Bangkalan. 

 
16 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana, 2005, hlm. 136. 
17 Ibrahim Jonhny, Teori Metologi & Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, 

Malang, 2006, hlm. 302. 
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1.6.3  Bahan Hukum 

Sumbeir bahan hukum yang di ipakai i dalam peineili itiian i ini i meimi ili ikii 

si ifat normati if, oleih kareinanya bahan hukum yang di i gunakan i ialah bahan 

hukum pri imeir, seikundeir, dan teirsi ieir. 

a. Bahan Hukum Pri imeir 

Bahan hukum pri imeir adalah bahan hukum yang si ifatnya 

autorati if, yakni i bahan hukum pri imeir diisi ini i beirupa Peirundang-

undangan, catatan-catatan reismi i atau ri isalah peimbuatan undang-

undang dan putusan haki im.18 Dalam hal i ini i bahan hukum yang 

di igunakan untuk peineili inti ian yai itu : 

1. Undang-Undang Dasar Neigara Reipubli ik Iindoneisi ia Tahun 

1945; 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Teintang 

Keipari iwi isataan (Leimbaran Neigara Reipubli ik Iindoneisi ia 

Tahun 2009 Nomor 11); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Teintang Peinanaman 

Modal (Leimbaran Neigara Reipubli ik Iindoneisi ia Tahun 2007 

Nomor 67); 

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 

2027 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Leimbaran 

Neigara Reipubli ik Iindoneisi ia Tahun 2007 Nomor 43); 

 
18 Peter Mahmud Marzuki, Op.cit.,hlm. 181. 
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5. Peiraturan Daeirah Kabupatein Bangkalan Nomor 1 Tahun 

2020 Teintang Reincana Iinduk Peimbangunan Keipari iwi isataan 

(Leimbaran Daeirah Kabutapein Bangkalan Tahun 2020 

Nomor 1/Ei); 

6. Peiraturan Daeirah Kabupatein Bangkalan Nomor 6 Tahun 

2012 Teintang Peinanaman Modal (Leimbaran Daeirah 

Kabupatein Bangkalan Tahun 2012 Nomor 3/E i). 

b. Bahan Hukum Seikundeir 

Bahan hukum i ini i meirupakan bahan hukum peindukung seiteilah 

peingumpulan bahan hukum priimeir. Fungsi i dari i bahan hukum 

i ini i yaknii meimbeiri ikan pandangan keipada peineili iti i dalam beirpi ijak 

keideipannya. Bahan hukum seikundeir meili iputi i: 

1. Skri ipsii; 

2. Teisi is; 

3. Buku-buku teirkai it hukum; 

4. Peindapat ahli i; 

5. Jurnal hukum.19 

c. Bahan Hukum Teirsi ieir 

Bahan hukum teirsi ieir beirupa kamus hukum Iindoneisi ia, kamus 

Bahasa Iindoneisi ia, kamus bahasa Iinggri is, kamus bahasa 

Beilanda, dan eincyclopeidi ia. 

 
19 Ibid, hlm. 195-196. 
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1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teikni ik untuk peingumpulan bahan hukum yang di igunakan pada 

peineili iti ian i inii adalah meinggunakan studi i keipustakaan (study documeint), 

dan onli inei reiseiarch. dalam peingumpulan data nanti inya di i dapatkan 

deingan meinganali isi is, meimbaca, meimahami i, dan meinguti ip dari i i inteirneit 

dan beirbagai i li iteiratur yang ada kai itannya deingan peirmasalahan yang 

di iangkat. 

1.6.5 Analisis Bahan Hukum 

Data yang teilah teirkumpul dari i hasi il peineili iti ian keimudi ian data 

teirseibut di i olah dan di ianali isa meinggunakan teikni ik peingolahan data seicara 

kuali itati if, arti inya dalam meinggunakan data harus seisuai i deingan 

keibeinarannya untuk meingeitahui i jawaban dari i peirmasalahan yang 

di iangkat. Dalam peineirapannya di i prakti ikkan seicara deiskri ipti if anali isi is 

yakni i suatu meitodei anali isa data deingan cara meirangkai i seicara si isteimati is 

sampai i meimpeiroleih keisi impulan yang iilmi iah yang meirupakan hasi il dan 

jawaban dari i peirmasalah yang di i angkat.


